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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah
pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam,
bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya
terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai
sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media
lain.
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Sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah
peserta didik minimal 3 (tiga) orang.

Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang
penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode Dbelajar
mandiri.

Sekolah darurat adalah bentuk satuan pendidikan formal yang
didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial
yang bersifat sementara.

Sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang
dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan
memiliki satu organisasi serta satu manajemen.

Sekolah induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi
pembina dari satu atau lebih bentuk layanan PLK.

Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah adalah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan PLK bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi
peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.

Ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.

BAB IlI
KELEMBAGAAN
Pasal 3

PLK diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau
program layanan pendidikan.

PLK diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
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Pasal 4

(1) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) pada jalur pendidikan formal yaitu:

a. sekolah kecil;

b. sekolah terbuka,;

c. sekolah darurat; dan
d. sekolah terintegrasi.

(2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik
minimal 3 (tiga) orang.

(3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.

(4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau
bencana sosial.

(5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang
pendidikan dalam satu lokasi.

Pasal 5

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara

lain:

a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan
pendanaan dan/atau asrama;

b. bantuan dana tranportasi;

c. kunjungan pendidik;

d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan
tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau

e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PLK dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar
jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.

(2) PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan
dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana
pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program
dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi
kesulitan peserta didik.
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PLK memberikan layanan peserta didik di daerah:
terpencil atau terbelakang;

masyarakat adat yang terpencil;

yang mengalami bencana alam;

yang mengalami bencana sosial; dan/atau

© 00 T p

yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Daerah terpencil atau terbelakang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a merupakan daerah yang mempunyai Kriteria sebagai
berikut:

a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh
tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu,
tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki,
memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;

b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas
umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik,
fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih;
dan/atau

c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan
pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup.

Daerah masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b merupakan masyarakat dengan kriteria adanya
resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya,
sosial, dan adat istiadat.

Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c¢ dan huruf d
merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana
sosial yang mengakibatkan:

a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun
nonfisik;

b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi
dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau

c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau
daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat
pemerintah yang berwenang.

Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di
lingkungan masyarakat yang antara lain:
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